
Menimbang a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan pembagian dana bagi hasil pajak dan 
retribusi di Kabupaten Blora, perlu dilakukan 
perubahan terhadap tahapan pencairan dana 
dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Biota Nomor 52 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Dan 

- Retribusi di Kabupaten Blora; 
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Tanggal 8 Agustus 1950 ) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik A 
Indonesia Nomor 2757); ~ • 

BUPATI BLORA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 52 
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRiBUSI 
DI KABUPATEN BLORA 

TENT ANG 

TAHUN 2018 NOMOR ! 

BUPATI BLORA 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

• 

• 
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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 
201 O ten tang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 
2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah L 
Kabupaten Blora Nomor 2); f 

• 
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(3) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi dari RKUD ke rekening 
kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan. 

Pasal 3 

(1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dalam 1 
(satu) tahap. 

(2) Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa. 

Ketentuan ayat (1) Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana bagi Hasil 
Pajak dan Retribusi Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora 
Tahun 2017 Nomor 52) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 52 TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DI 
KABUPATEN BLORA. 

Menetapkan 

10. 

9. 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 
2015 ten tang Penetapan Desa di Kabupaten Blora 
[Lernbaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Blora Nomor 3); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana 
bagi Hasil Pajak dan Retribusi Di Kabupaten Blora 
(Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 
52); 

8. 

• 



NIP. 19610103 198608 1 001 
ALI SH MH 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hu Setda Kah. Blora 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 20 

KOMANG GEDE IRAWADI 

Cap ttd. 

Diundangkan di Blora 
pada tanggal 2 Juli 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

DJOKO NUGROHO 

Cap ttd. 

Ditetapkan di Blora 
pada tanggal 2 Juli 2018 

BUPATI BLORA, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

• 

• 


